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Abstract

This research is motivated by the strategic role of the competence of Islamic Religious
Education (PAI) teachers in improving the quality of madrasah education in Indonesia,
but its implementation still faces various obstacles in the field. The purpose of this study
is to analyze national education policies and the effectiveness of PAI teacher competency
improvement programs in improving the quality of madrasah education, especially in
the context of challenges in the 3T (Frontier, Outermost, and Disadvantaged) areas. The
research method used is qualitative descriptive with a literature study approach and
content analysis techniques to relevant policy documents and scientific literature. The
results of the study show that policies such as the National Education System Law, the
Regulation of the Minister of Religion Number 60 of 2015, the Teacher Professional
Education Program (PPG), and the Independent Teaching Platform have provided the
basis for strengthening the competence of PAI teachers, but their implementation still
faces obstacles in the form of inequality of access to training, limited technological
infrastructure, and low distribution of resources in the 3T area. In addition, the policy
approach that tends to top-down causes the program to not fully comply with the
contextual needs of madrasas in the regions. The conclusion of this study emphasizes that
improving the quality of madrassas requires a more adaptive, inclusive, and local needs-
based policy reformulation through strengthening School-Based Management (SBM),
equitable access to teacher training, and effective infrastructure and madrasah
leadership support so that improving the competence of PAI teachers can run more
sustainably and fairly.

Keywords: PAI teacher competence; education policy; PPG program; madrasah
quality; 3T region.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran strategis kompetensi guru Pendidikan Agama
Islam (PAI) dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah di Indonesia, namun
implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Tujuan penelitian ini,
untuk menganalisis kebijakan pendidikan nasional serta efektivitas program peningkatan
kompetensi guru PAI dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah, khususnya dalam
konteks tantangan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Metode penelitian
yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka dan teknik
analisis isi terhadap dokumen kebijakan serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kebijakan seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional, Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015, Program Pendidikan Profesi
Guru (PPG), dan Platform Merdeka Mengajar telah memberikan dasar penguatan
kompetensi guru PAI, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa
ketimpangan akses pelatihan, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta rendahnya
pemerataan sumber daya di wilayah 3T. Selain itu, pendekatan kebijakan yang cenderung
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top-down menyebabkan program belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan
kontekstual madrasah di daerah. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan
mutu madrasah memerlukan reformulasi kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan
berbasis kebutuhan lokal melalui penguatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS),
pemerataan akses pelatihan guru, serta dukungan infrastruktur dan kepemimpinan
madrasah yang efektif agar peningkatan kompetensi guru PAI dapat berjalan lebih
berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci: kompetensi guru PAI; kebijakan pendidikan; program PPG; mutu madrasah;
wilayah 3T.

Pendahuluan

Peningkatan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan strategi kunci
dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Guru PAI memiliki peran
penting dalam pembentukan karakter dan internalisasi nilai-nilai keislaman peserta
didik melalui keteladanan, pembiasaan, dan integrasi nilai-nilai agama dalam
pembelajaran (Amin 2019). Pemerintah telah menyediakan kerangka regulatif melalui
kebijakan pendidikan nasional, antara lain Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional yang mengakui eksistensi pendidikan keagamaan, serta
implementasi Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berdiferensiasi dan
kemandirian guru dalam mendesain kegiatan belajar (Masnu’ah, 2022). Kerangka
regulatif ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan arah kebijakan yang mendukung
penguatan peran dan profesionalitas guru PAI dalam sistem pendidikan nasional.

Namun demikian, pelaksanaan berbagai program yang bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi guru terus menemui hambatan yang signifikan, terutama
menyangkut kesenjangan dalam akses dan implementasi di berbagai daerah. Hal ini
menunjukkan bahwa pendidik di bidang 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) sering
kali tidak memiliki kesempatan yang sama untuk pelatihan dan program Pendidikan
Profesional Guru (PPG), disebabkan oleh infrastruktur dukungan yang tidak memadai,
konektivitas Internet yang tidak dapat diandalkan, dan penyebaran kebijakan
pemerintah yang tidak memadai (Tomasouw dkk. 2024). Pernyataan ini didukung oleh
penelitian yang dilakukan oleh Mardhatillah and Surjanti (2023) yang menunjukkan
bahwa alokasi peluang pelatihan dan pembinaan guru sebagian besar terkonsentrasi di
daerah perkotaan, sehingga menimbulkan disparitas kompetensi antardaerah.
Mengingat penerapan Kurikulum Merdeka, kesulitan ini semakin terasa, karena
kurikulum mengharuskan pendidik memiliki kapasitas untuk secara mandiri merancang
pendekatan pedagogis yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, sedangkan
pendidik di wilayah 3T terus menghadapi hambatan signifikan terkait akses ke sumber
daya teknologi, ketersediaan materi instruksional digital, dan penyediaan dukungan
pengawasan akademik.

Selain itu, penggabungan teknologi yang tidak memadai dalam kerangka pedagogis
menandakan kekurangan yang terus-menerus dalam kemahiran kompetensi digital di
antara pendidik PAI, yang, pada kenyataannya, penting dalam lanskap pembelajaran
kontemporer abad ke-21. Inisiatif pengembangan profesional yang dimaksudkan untuk
dilakukan terus menerus sering berubah menjadi latihan formalistik belaka tanpa tindak
lanjut atau pengawasan substansif, sehingga membuatnya tidak efektif dalam
mendorong peningkatan komprehensif kemampuan guru (Anisah, 2025). Skenario ini
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menggarisbawahi perlunya penilaian menyeluruh dan konfigurasi ulang kebijakan
untuk memastikannya lebih relevan secara kontekstual, adil, dan selaras dengan
persyaratan asli instruktur PAI, terutama dalam pengaturan madrasah pribadi dan di
daerah 3T. Dalam hubungannya dengan menghadapi kesulitan dalam domain teknis,
pendidik PAI juga dihadapkan dengan hambatan sistemik, khususnya hambatan yang
timbul dari kerangka pendidikan, kebijakan, dan konteks kelembagaan yang belum
cukup memfasilitasi kemajuan yang adil dari kompetensi guru. Tantangan sistemik ini
mencakup tidak adanya kerangka peraturan adaptif, sumber daya pelatihan yang
terbatas, pengawasan akademik yang tidak optimal, dan ketidaksetaraan dalam alokasi
sumber daya dan infrastruktur di berbagai wilayah, terutama di madrasah swasta dan
wilayah yang diklasifikasikan sebagai 3T (Lundeto 2023).

Di luar hambatan struktural tersebut, pendidik PAI saat ini dihadapkan dengan
persyaratan kompetensi baru dalam konteks Revolusi Industri Keempat dan Masyarakat
5.0. Kemahiran pedagogis, yang mencakup kapasitas untuk mengonseptualisasikan,
melaksanakan, dan menyebarluaskan konten pendidikan, merupakan fondasi penting
bagi pendidik; Namun, itu tidak lagi memadai tanpa adanya kemampuan komprehensif
untuk secara efektif memanfaatkan informasi teknologi. Pendidik diharuskan untuk
menumbuhkan sumber daya pembelajaran digital, menerapkan metodologi berbasis
proyek, dan memodifikasi strategi instruksional untuk menyelaraskan dengan
karakteristik generasi digital yang semakin visual, interaktif, dan bergantung pada
teknologi (Fahmi dkk. 2024). Kemahiran yang tidak memadai dalam kompetensi digital
di antara pendidik PAI tertentu merupakan hambatan signifikan untuk pembentukan
pengalaman pendidikan yang bermakna dan relevan secara kontekstual, terutama dalam
lingkungan madrasah yang terus bersaing dengan akses terbatas ke sumber daya
teknologi dan konektivitas internet. Akibatnya, peningkatan kompetensi pedagogis
harus bersamaan dengan promosi literasi digital, di samping penanaman inovasi
pendidikan yang responsif terhadap tuntutan dan karakteristik peserta didik yang
berkembang di abad ke-21 (Rosfiani, 2025).

Kualitas pendidikan di madrasah tidak semata-mata bergantung pada kemahiran
sumber daya manusia, khususnya pendidik, tetapi juga secara signifikan dipengaruhi
oleh ketersediaan fasilitas dan dukungan infrastruktur yang memadai. Sumber daya
nyata seperti ruang kelas yang sesuai, laboratorium, perpustakaan, dan akses ke
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan prasyarat penting untuk
membina lingkungan pendidikan yang kondusif dan memfasilitasi proses pembelajaran
yang efektif. Di banyak madrasah, terutama yang terletak di wilayah 3T (Terdepan,
Terluar, dan Tertinggal), ketidakcukupan fasilitas tersebut tetap menjadi hambatan
substansial bagi inisiatif yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan (Martani
2023). Hal ini menghasilkan tantangan bagi pendidik dalam penerapan pendekatan
pedagogis yang aktif dan ditingkatkan teknologi. Selain itu, sumber daya teknologi
termasuk konektivitas internet, peralatan digital, dan kerangka teknologi pendidikan
sangat penting bagi pendidik dan pelajar untuk terlibat dengan beragam materi
pembelajaran dengan cara yang fleksibel, inovatif, dan relevan secara kontekstual.

Pada dimensi nyata, kaliber madrasah sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan
manajemen berbasis sekolah (MBS). Melalui MBS, madrasah diberikan otonomi untuk
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merumuskan strategi peningkatan kualitas yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
Kepala madrasah, pendidik, komite, dan pemangku kepentingan masyarakat dapat
berkolaborasi dalam perumusan program terkait, pengelolaan sumber daya keuangan
yang transparan, dan pembentukan budaya sekolah yang inklusif (Asmuni 2023).
Penelitian yang dilakukan oleh Fatihin dkk., (2023) menunjukkan bahwa implementasi
MBS yang efektif dapat meningkatkan keterlibatan sipil dalam lembaga pendidikan,
meningkatkan kemampuan kepemimpinan, dan mendorong inovasi berkelanjutan
dalam pembelajaran. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan madrasah memerlukan
pendekatan holistik, yang meliputi pengembangan sumber daya infrastruktur yang
memadai dan fortifikasi tata kelola internal yang didasarkan pada prinsip-prinsip
partisipatif dan kolaboratif

Budidaya budaya organisasi yang mendukung dalam pengaturan madrasah
merupakan elemen penting yang harus diakui dalam inisiatif yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas pendidikan. Budaya organisasi mewujudkan nilai-nilai, tradisi,
dan standar profesional yang ditegakkan oleh anggota lembaga pendidikan, sehingga
membangun lingkungan kolektif dalam pelaksanaan peran dan tugas individu mereka.
Ketika budaya kerja yang mapan dicirikan oleh kolaborasi, disiplin, dan komitmen
terhadap kualitas, itu menumbuhkan lingkungan yang kondusif untuk kinerja optimal
dan inovasi pendidikan (Santosa 2022). Dalam kerangka madrasah, budaya organisasi
yang kuat memiliki potensi untuk meningkatkan motivasi pendidik, memperkuat rasa
komunitas, dan memberi insentif kepada pendidik untuk memberikan pengalaman
belajar yang berdampak. Studi empiris menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang
memelihara yang ditandai dengan komunikasi transparan dan suasana kolaboratif dapat
secara signifikan meningkatkan profesionalisme dan komitmen pendidik (Huda 2021).
Aspek ini memiliki signifikansi khusus bagi guru PAI, yang memikul tanggung jawab
ganda dalam memberikan konten pendidikan sambil secara bersamaan mendorong
pengembangan karakter dan nilai-nilai spiritual dalam siswa mereka.

Sebuah penyelidikan ilmiah yang dilakukan oleh Abdullah (2019) menunjukkan
bahwa budaya organisasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip persahabatan timbal
balik, disiplin, dan akuntabilitas berdampak positif pada efektivitas pelaksanaan inisiatif
yang bertujuan meningkatkan kualitas madrasah. Lebih lanjut, Arifin dkk., (2023)
berpendapat bahwa budidaya budaya organisasi yang konstruktif dapat meningkatkan
sinergi kolaboratif antara para pemimpin madrasah, pendidik, dan tenaga pendidikan
dalam pencapaian tujuan terpadu. Akibatnya, budaya organisasi yang kuat tidak hanya
memelihara lingkungan kerja yang mendukung tetapi juga merupakan landasan penting
dalam pembentukan madrasah yang terhormat dan kompetitif. Peningkatan
kemampuan pedagogis secara rumit dan substansional berkorelasi dengan peningkatan
kualitas pendidikan madrasah. Keahlian pendidik, khususnya yang mengajar
Pendidikan Agama Islam (PAI), berfungsi sebagai kriteria penting dalam mengevaluasi
kualitas kerangka pendidikan serta pencapaian standar kualitas dalam lembaga
pendidikan. Dikatakan bahwa kualitas instruktur PAI memberikan dampak langsung
pada efektivitas pengalaman pendidikan dan perkembangan moral siswa dalam
madrasah (Nurfuadi 2020). Namun, kemanjuran program pengembangan pendidik
tetap penuh dengan berbagai tantangan. Jelaslah bahwa sebagian besar upaya pelatihan
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pendidik ditandai oleh tingkat kekakuan dan kekurangan dalam keberlanjutan,
akibatnya gagal membuat dampak yang cukup besar pada peningkatan komprehensif
kemahiran pedagogis. Elemen penting yang mengintensifkan masalah ini adalah tidak
adanya sistem penilaian dan bimbingan pasca-pelatihan yang terorganisir dan abadi
(Muhammad dkk., 2024).

Selain itu, parameter yang terkait dengan kemahiran teknologi menimbulkan
hambatan yang cukup besar. Sunarya (2024) menekankan pentingnya memasukkan
teknologi informasi ke dalam pelatihan pendidik PAI untuk secara mahir memenuhi
kebutuhan pendidikan abad ke-21. Namun demikian, dalam aplikasi praktis,
aksesibilitas ke teknologi dan kompetensi digital instruktur di berbagai wilayah,
terutama yang dikategorikan sebagai 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), terus
sangat dibatasi. Kendala ini berfungsi sebagai hambatan bagi aktualisasi lingkungan
pendidikan yang produktif, inovatif, dan terintegrasi teknologi. Akibatnya, upaya yang
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pendidik PAI harus mempertimbangkan
unsur-unsur seperti motivasi untuk pengembangan profesional, efektivitas kerangka
evaluatif, dan akses yang adil ke sumber daya teknologi, sehingga memastikan bahwa
inisiatif yang dilaksanakan secara signifikan meningkatkan kualitas pendidikan
madrasah secara keseluruhan.

Berdasarkan kesenjangan yang telah diidentifikasi, penelitian ini secara khusus
memfokuskan diri pada analisis kebijakan dan program peningkatan kompetensi guru
Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam hubungannya dengan mutu pendidikan
madrasah. Tujuan utamanya adalah untuk mengkaji secara kritis efektivitas berbagai
program, termasuk pelatihan profesional dan pemanfaatan platform digital, dalam
meningkatkan kapasitas pedagogik, profesional, dan teknologi guru secara
berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini memberikan perhatian mendalam pada konteks
implementasi di lapangan, khususnya di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
yang selama ini menghadapi kendala keterbatasan akses pelatihan, infrastruktur
pendukung yang tidak memadai, serta kurangnya kebijakan yang responsif terhadap
kebutuhan lokal. Dengan mengeksplorasi faktor penghambat dan pendukung tersebut,
penelitian ini berupaya menyajikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan
implementasi serta merumuskan rekomendasi strategi yang adaptif dan kontekstual
bagi para pemangku kepentingan di masa depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan
pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara
mendalam berbagai kebijakan dan program yang berkaitan dengan peningkatan
kompetensi guru PAI, serta kontribusinya terhadap penguatan mutu pendidikan
madrasah secara menyeluruh. Melalui metode ini, peneliti mengkaji sumber-sumber
literatur sebagai dasar pengembangan kerangka konseptual tanpa terikat pada data
empiris lapangan secara langsung (Adlini dkk. 2022).

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari pengumpulan literatur yang relevan,
mencakup artikel jurnal, dokumen kebijakan resmi pemerintah, serta hasil penelitian
terdahulu, dan dokumen lain yang membahas: (1) kebijakan pendidikan nasional terkait
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kompetensi guru PAI: (2) program-program peningkatan kompetensi yang telah
dijalankan; dan (3) kajian aspek dan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan
dimadrasah khususnya diwilayah 3T.

Data dikumpulkan dengan cara mengakses sumber-sumber literatur yang relevan,
baik secara digital maupun cetak. Literatur ini mencakup penelitian terdahulu yang
membahas mutu/ kualitas dalam pendidikan, khususnya dalam pengembangan
kompetensi guru di madrasah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Peneliti
melakukan identifikasi, pengelompokan, dan interpretasi data berdasarkan tema-tema
yang telah ditentukan untuk mengidentifikasi efektivitas program kompetensi guru di
wilayah 3T. Untuk menjamin keabsahan data, diterapkan teknik triangulasi sumber
dengan membandingkan dan mengevaluasi informasi dari berbagai literatur yang
kredibel untuk meminimalkan bias. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan
mampu mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pelaksanaan kebijakan, serta
memberikan rekomendasi strategi yang kontekstual dan berkelanjutan bagi pengelola

madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan kompetensi
pendidik.

Hasil dan Pembahasan
A. Kebijakan peningkatan mutu madrasah

Peningkatan kualitas madrasah merupakan komponen penting dalam kemajuan
pendidikan nasional, dengan tujuan membangun lembaga pendidikan yang berkaliber
tinggi, inklusif, dan relevan dengan tuntutan masyarakat kontemporer. Serangkaian
kebijakan telah dirancang untuk memfasilitasi peningkatan kualitas ini. Pertama,
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan
pengakuan formal pendidikan agama dan madrasah sebagai elemen integral dari
kerangka pendidikan nasional. Kedua, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 60
Tahun 2015 tentang kurikulum madrasah mengamanatkan penggabungan kurikulum
umum dengan ilmu agama dalam struktur pedagogis pendidikan madrasah. Ketiga,
pemerintah telah menginisiasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Platform
Pengajaran Independen sebagai langkah untuk meningkatkan kompetensi profesional
dan pedagogis para pendidik, termasuk mereka yang mengajar Pendidikan Agama Islam
(PAI) (Powa dkk., 2023). Selain itu, kebijakan digitalisasi madrasah yang difasilitasi oleh
pemanfaatan alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di samping akreditasi
berbasis kualitas, merupakan mekanisme yang signifikan dalam peningkatan kualitas
pendidikan Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Ismail dkk., (2024) menunjukkan
bahwa Program Pengembangan Profesional (PPG) menghasilkan hasil yang
menguntungkan dalam menambah kompetensi pedagogis pendidik PAI, terutama
dalam bidang desain dan evaluasi instruksional. Namun demikian, pelaksanaan inisiatif
ini sering menghadapi hambatan signifikan yang timbul selama proses implementasi.

Tantangan utama yang sering dihadapi berkaitan dengan perumusan kebijakan yang
bersifat top-down. Kebijakan tersebut dirancang oleh otoritas yang lebih tinggi tanpa
keterlibatan madrasah sebagai pelaksana di lapangan. Hal ini sering mengakibatkan
kebijakan yang diberlakukan tidak cukup selaras dengan kebutuhan khas madrasah.
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Madrasah memiliki karakteristik yang berbeda dari sekolah umum, seperti penerapan
kurikulum ganda, keterbatasan sumber daya, serta dominasi madrasah swasta sering
mengalami layanan pendidikan Islam (Iskandar 2019). Misalnya, madrasah swasta
sering mengalami kesulitan dalam melaksanakan kebijakan yang tidak
mempertimbangkan keterbatasan dana, sarana, tenaga pendidik, dan akses teknologi.
Kebijakan yang tidak melibatkan pemangku kepentingan di tingkat madrasah dapat
menimbulkan jarak antara desain kebijakan dan kondisi nyata di lapangan. Kondisi ini
dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan peningkatan mutu madrasah
(Supa’at 2016).

Selain itu, perbedaan distribusi dan aksesibilitas sumber daya pendidikan
menjadikan hambatan penting dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, terutama
dalam program pelatihan guru dan sertifikasi. Program pemerintah yang mencakup
pelatihan, sertifikasi guru, dan bantuan infrastruktur sering belum tersebar secara
merata. Madrasah swasta dan madrasah yang berada di wilayah 3T (Terdepan, Terluar,
dan Tertinggal) sering mengalami kesenjangan akses terhadap program peningkatan
mutu yang dikelola oleh pemerintah. Wilayah 3T merupakan daerah yang menghadapi
berbagai keterbatasan pembangunan akibat faktor geografis, sosial, ekonomi, serta
rendahnya akses terhadap layanan dasar. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020—
2024, suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal berdasarkan enam kriteria,
yaitu perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana,
kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, serta karakteristik daerah. Berdasarkan
ketentuan tersebut, terdapat 62 kabupaten daerah tertinggal yang tersebar di 11 provinsi
di Indonesia, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa
Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku,
Maluku Utara, Serta Papua (Republik Indonesia, 2020).

Daerah-daerah tersebut memiliki karakteristik permasalahan yang relatif sama,
seperti keterbatasan infrastruktur dasar, sulitnya akses transportasi, rendahnya
konektivitas internet, keterbatasan fasilitas pendidikan, serta distribusi tenaga pendidik
yang belum merata. Pada wilayah kepulauan seperti Kepulauan Mentawai, Maluku,
Maluku Utara, dan sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur, kondisi geografis
menyebabkan biaya distribusi layanan pendidikan menjadi lebih tinggi dan akses
terhadap program peningkatan kompetensi guru menjadi lebih terbatas. Sementara itu,
wilayah pedalaman seperti sebagian daerah di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua
menghadapi hambatan berupa keterbatasan jaringan komunikasi, sarana pendidikan,
serta sulitnya mobilitas tenaga pendidik (Falah & Hadna, 2022). Kondisi tersebut
berdampak langsung terhadap pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan
madrasah, termasuk pengembangan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam (PAI),
karena guru di wilayah 3T sering mengalami kesulitan dalam mengikuti pelatihan
profesional, Pendidikan Profesi Guru (PPG), maupun program pengembangan berbasis
teknologi digital. Selain itu, keterbatasan perangkat teknologi, akses internet, serta
komunitas profesional seperti MGMP dan KKG menyebabkan kesempatan guru PAI di
wilayah 3T untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, dan digital tidak
selalu setara dengan guru di wilayah perkotaan (Hermawan dkk., 2022).
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Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan peningkatan mutu madrasah di
wilayah 3T tidak hanya berkaitan dengan kompetensi guru, tetapi juga dipengaruhi oleh
ketimpangan pembangunan wilayah yang berdampak pada terbatasnya akses terhadap
pendidikan dan pengembangan profesional guru. Faktor utama yang menyebabkan
ketimpangan ini adalah keterbatasan infrastruktur pendukung di wilayah 3T, seperti
sarana transportasi, konektivitas internet, perangkat digital, dan fasilitas pembelajaran.
Ketimpangan tersebut juga terlihat dalam distribusi pelatihan guru yang masih banyak
terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Sementara itu, madrasah di daerah terpencil dan
madrasah swasta masih menghadapi kesulitan untuk memperoleh kesempatan
pelatihan yang setara (Sukaesih, 2025).

Kondisi ini diperkuat oleh data Kementerian Agama Republik Indonesia yang
menunjukkan bahwa pada tahun 2023 pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp73
miliar untuk tunjangan khusus bagi 9.043 guru dan tenaga kependidikan RA dan
madrasah yang bertugas di wilayah 3T sebagai bentuk afirmasi terhadap keterbatasan
yang mereka hadapi (Kementrian Agama, 2023). Selanjutnya, pada tahun 2024
Kementerian Agama kembali melaksanakan berbagai program penguatan kompetensi
bagi guru dan kepala madrasah di wilayah 3T melalui pelatihan yang diselenggarakan di
beberapa provinsi sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan madrasah
di daerah tertinggal. Program tersebut dilaksanakan di beberapa wilayah, antara lain
Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan
Barat, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Merauke, dan Maluku (Kementrian Agama, 2024).

Pendidik PAI yang bertugas di madrasah menghadapi tantangan kurikulum
bercabang. Mereka harus mengelola pendidikan umum dan pendidikan agama secara
bersamaan. Kondisi ini sering menimbulkan persoalan dalam alokasi waktu, penguasaan
materi, dan strategi pembelajaran. Selain itu, pelatihan yang belum selalu relevan
dengan konteks nyata madrasah dapat menyebabkan guru kurang siap menghadapi
persoalan pedagogis yang kompleks. Keterbatasan media pembelajaran dan
pemanfaatan teknologi yang belum optimal juga menghambat upaya peningkatan
kualitas pembelajaran PAI (Muthmainnah, 2024). Kebijakan yang tidak
mempertimbangkan keragaman latar belakang guru, kemampuan digital, dan kondisi
madrasah akan menjadi hambatan dalam peningkatan kompetensi guru PAI.

Madrasah juga sering menghadapi keterbatasan otonomi dalam merumuskan
kebijakan internal. Hal ini terjadi karena kebijakan pendidikan masih banyak ditentukan
secara terpusat oleh pemerintah pusat. Sentralisasi kebijakan dapat membatasi
kemampuan madrasah untuk beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan
lokal. Padahal, setiap madrasah memiliki kondisi, sumber daya, dan tantangan yang
berbeda (Rifa’i 2017). Keterbatasan otonomi juga dapat menghambat pengembangan
kurikulum yang lebih relevan dengan realitas sosial dan budaya masyarakat sekitar. Jika
madrasah tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, maka
peningkatan mutu pendidikan akan sulit berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu,
kebijakan yang lebih terdesentralisasi perlu dikembangkan agar madrasah memiliki
ruang yang lebih besar untuk mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan lokal (Aini
2022).
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Pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu madrasah tidak hanya menghadapi
hambatan teknis, tetapi juga hambatan desain kebijakan. Banyak kebijakan belum cukup
responsif terhadap kebutuhan nyata madrasah di lapangan. Karena itu, reformulasi
kebijakan perlu dilakukan secara lebih adaptif, kontekstual, dan partisipatif.
Reformulasi ini penting terutama bagi madrasah swasta dan madrasah di wilayah 3T
yang paling rentan mengalami kesenjangan mutu (Supa’at 2016). Kebijakan
peningkatan mutu madrasah harus memperhatikan pemerataan akses, pemberdayaan
otonomi madrasah, penguatan infrastruktur pendidikan, peningkatan kompetensi guru,
serta dukungan khusus bagi wilayah yang menghadapi hambatan geografis dan sosial.
Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pendidikan madrasah dapat memberikan
dampak yang lebih nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan Islam secara
nasional.

B. Strategi implementasi guru PAI

Pendidik yang mengkhususkan diri dalam Pendidikan Agama Islam (PAI)
menempati posisi penting dalam pelaksanaan inisiatif peningkatan kompetensi yang
ditetapkan oleh otoritas pemerintah. Berfungsi sebagai agen utama di dalam kelas,
pendidik PAI ditugaskan tidak hanya dengan transmisi teoritis konten Islam tetapi juga
dengan implementasi praktis kebijakan yang ditujukan untuk pengembangan kapasitas
profesional, pedagogis, dan teknologi. Dalam kerangka kebijakan yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas pendidikan madrasah, strategi yang digunakan oleh pendidik
PAI dapat diperiksa melalui berbagai dimensi kritis yang dilakukan secara kohesif untuk
menjamin bahwa kebijakan tersebut secara efektif mempengaruhi kualitas hasil
pendidikan (Khotimah, 2024).

Dimensi pedagogis merupakan elemen penting dalam peningkatan kompetensi yang
dimiliki oleh pendidik PAI. Sangat penting bahwa pendidik PAI tidak hanya
menunjukkan penguasaan atas konten instruksional tetapi juga menunjukkan
kemahiran dalam mengadopsi metodologi pedagogis kontekstual dan berpusat pada
siswa yang didasarkan pada nilai-nilai karakter yang selaras dengan tuntutan
masyarakat kontemporer. Pendekatan ini dioperasionalkan melalui penerapan
paradigma pembelajaran aktif, seperti pembelajaran berbasis proyek, yang memberi
siswa kesempatan untuk terlibat dalam pembelajaran pengalaman melalui proyek yang
berkaitan dengan konteks kehidupan nyata (Azevedo dkk. 2025). Selain itu,
pemanfaatan metodologi dialogis dalam transmisi nilai-nilai agama sangat penting
untuk menumbuhkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip Islam dalam
lingkup keberadaan sehari-hari, di samping kultivasi kebiasaan moral melalui
indoktrinasi di dalam dan di luar lingkungan kelas. Pendidik PAI juga diharapkan
berfungsi sebagai contoh integritas moral dan spiritual, sehingga memungkinkan siswa
untuk mengamati manifestasi nyata dari nilai-nilai yang dianut dalam Islam (Irmawati
2024). Akibatnya, peningkatan kompetensi pedagogis pendidik PAI sangat bergantung
pada kapasitas mereka untuk menerapkan pendekatan yang tidak hanya kuat secara
teoritis tetapi juga dapat diterapkan secara praktis dan relevan dengan konteks sosial-
budaya siswa dalam madrasah.

Dalam era digital kontemporer, dimensi teknologi telah muncul sebagai hal penting
dalam memfasilitasi pelaksanaan strategi yang bertujuan meningkatkan kompetensi
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pendidik PAI. Dalam lanskap digital yang terus berubah ini, pendidik PAI harus
memiliki kemampuan untuk secara efektif mengintegrasikan teknologi ke dalam proses
instruksional. Kebijakan penting yang mendukung inisiatif ini adalah penggabungan alat
digital dalam pedagogi, yang diaktualisasikan melalui platform seperti Merdeka
Teaching Platform, Sparkol VideoScribe, dan berbagai aplikasi interaktif yang
dirancang khusus untuk membuat pengalaman belajar lebih menawan dan berkhasiat
(Adim, 2024). Penggunaan teknologi tersebut secara bersamaan mendukung kemajuan
literasi digital, yang merupakan persyaratan mendasar dalam konteks Masyarakat 5.0.
Dengan memanfaatkan teknologi, pendidik PAT memungkinkan untuk menyampaikan
konten instruksional dengan cara yang lebih disesuaikan dan relevan dengan preferensi
visual dan interaktif generasi digital. Misalnya, melalui pemanfaatan aplikasi
multimedia, konten video, dan platform pendidikan Online, pendidik PAI dapat
menyajikan materi instruksional dengan cara yang tidak hanya lebih menarik tetapi juga
dapat diakses oleh siswa kapan saja dan dari lokasi mana pun (Renol, 2025). Namun
demikian, penerapan yang efektif dari teknologi ini memerlukan pengembangan
profesional berkelanjutan bagi para pendidik, terutama di wilayah yang ditandai dengan
akses terbatas ke perangkat digital dan konektivitas internet.

Strategi untuk meningkatkan kompetensi pendidik PAI, baik yang dilaksanakan
secara mandiri atau kolaboratif, merupakan upaya penting dalam memperkuat kapasitas
profesional mereka. Diantisipasi bahwa pendidik PAI tidak hanya akan bergantung pada
pelatihan formal yang diprakarsai oleh badan pemerintah atau lembaga pendidikan,
tetapi juga akan terlibat secara proaktif dalam beragam sesi pelatihan, lokakarya, dan
platform diskusi, seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Konsultasi Guru Subjek
(MGMP). Platform ini memberi pendidik kesempatan untuk bertukar pengalaman,
memperbarui pengetahuan, dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam proses
pendidikan (Aisya, 2025). Selain itu, forum seperti KKG dan MGMP memfasilitasi
peningkatan kemampuan kolaboratif di antara para pendidik, memungkinkan mereka
untuk merumuskan strategi pendidikan yang lebih baik yang didasarkan pada hasil
musyawarah kolektif. Meskipun partisipasi terbatas dalam forum semacam itu, terutama
di wilayah 3T, inisiatif semacam ini sangat penting untuk mempercepat pengembangan
profesional pendidik yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif para pendidik dalam forum
ini mencerminkan dedikasi mereka untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meskipun
kendala sumber daya dan infrastruktur di daerah terpencil sering menghadirkan
hambatan yang signifikan (Kayati 2020).

Secara keseluruhan, keberhasilan strategi implementasi ini secara signifikan
bergantung pada hubungan sinergis antara peran pendidik dan penyediaan dukungan
kebijakan yang selaras dengan kebutuhan otentik yang diamati dalam praktik. Kebijakan
yang mengadvokasi peningkatan kompetensi yang komprehensif mencakup dimensi
pedagogis, teknologi, dan profesional cenderung menghasilkan implementasi yang lebih
manjur. Pendidik PAI beroperasi tidak hanya sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga
sebagai agen transformatif yang memiliki kapasitas untuk mengubah kebijakan
menyeluruh menjadi praktik pendidikan yang relevan, inovatif, dan berkualitas tinggi
(Nasrah dkk., 2025). Akibatnya, memperkuat strategi implementasi ini melalui
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dukungan metodologi dan kebijakan terdesentralisasi sangat penting dalam
mewujudkan pendidikan madrasah yang unggul dan berkelanjutan.

C. Efektivitas program peningkatan kompetensi guru PAI

Program peningkatan kompetensi pendidik Pendidikan Agama Islam (PAI)
berfungsi sebagai mekanisme penting dalam fortifikasi sistemik kerangka pendidikan
madrasah. Pemerintah, melalui upaya kolaboratif Kementerian Agama dan Kementerian
Pendidikan, telah melaksanakan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk menambah
kemampuan profesional pendidik PAI. Peningkatan ini dicapai melalui jalur sertifikasi
formal seperti Pendidikan Profesional Guru (PPG), pelatihan berbasis teknologi, dan
integrasi platform digital, termasuk Merdeka Teaching Platform (PMM). Tujuan utama
dari inisiatif ini adalah untuk memberdayakan pendidik PAI untuk memberikan proses
instruksional yang relevan, inovatif, dan dapat disesuaikan dengan atribut pelajar abad
ke-21, yang dicirikan oleh keterlibatan aktif dan kemahiran teknologi mereka.

Salah satu program teladan yang berfungsi sebagai landasan untuk peningkatan
kualitas adalah PPG, yang mengintegrasikan fortifikasi kerangka teoritis dengan
pembelajaran pengalaman dalam pengaturan praktis. Tujuan utama dari program ini
adalah untuk meningkatkan kualitas pedagogis di dalam kelas dengan menambah
kompetensi pendidik dalam perencanaan instruksional yang efektif, penilaian, dan
manajemen kelas. Penelitian yang dilakukan oleh Mardhatillah and Surjanti (2023)
menunjukkan bahwa alumni program PPG di bidang PAI menunjukkan kemajuan yang
cukup besar di ketiga domain tersebut. Augmentasi ini juga secara positif terkait dengan
kompetensi digital melalui pelatihan dalam pemanfaatan instrumen interaktif seperti
Sparkol VideoScribe, Canva, dan Sistem Manajemen Pembelajaran (LMS), yang
memberdayakan pendidik untuk menyampaikan konten dengan cara yang inventif dan
merangsang. Selain itu, keberadaan Platform Pengajaran Merdeka memberi para
pendidik otonomi untuk terlibat dalam studi mandiri dan mengakses sumber daya yang
berkaitan dengan realitas kontekstual madrasah (M. Munif dkk. 2024).

Namun demikian, keberhasilan saat ini dari inisiatif tersebut belum mencapai
tingkat yang optimal. Beberapa kendala signifikan yang dihadapi dalam pelaksanaan
program kompetensi guru PAI mencakup keterbatasan mengenai keberlanjutan
pelatihan dan kesenjangan akses, terutama di wilayah 3T (Leading, Outlying, dan
Lagging). Masalah kritis adalah metodologi pelatihan, yang sering menunjukkan
pendekatan “satu arah” karena kurangnya tindak lanjut. Situasi ini mengakibatkan
pendidik berjuang untuk secara konsisten mengintegrasikan pengetahuan yang baru
diperoleh ke dalam praktik pengajaran sehari-hari mereka. Dengan tidak adanya
pengawasan akademis dan pendampingan sebaya yang gigih, kompetensi yang diperoleh
cenderung mandek dan gagal berkembang. Akibatnya, penggabungan les yang
berkelanjutan sangat penting untuk memfasilitasi transformasi asli dalam praktik
pedagogis di dalam kelas (Hernandez, 2024).

Disparitas dalam akses ke infrastruktur merupakan faktor signifikan yang
menghambat kemanjuran program pendidikan di daerah terbelakang. Herry Sanoto
dkk.,(2021) menjelaskan bahwa pendidik PAI yang beroperasi di wilayah 3T
menghadapi hambatan sistemik yang ditandai dengan konektivitas internet yang tidak
memadai dan kekurangan perangkat teknologi yang memadai. Situasi ini secara
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langsung menghalangi pendidik untuk terlibat dalam pelatihan Online atau
memanfaatkan aplikasi digital, yang merupakan komponen integral dari kebijakan
pendidikan kontemporer. Sebagai langkah perbaikan, sangat penting bagi pemerintah
untuk menerapkan peningkatan kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat
infrastruktur teknologi di wilayah 3T, bersamaan dengan menawarkan alternatif
pelatihan offline yang mempertahankan standar berkualitas tinggi sambil memastikan
aksesibilitas tanpa ketergantungan pada konektivitas internet.

Selain aspek teknis, pentingnya materi instruksional memerlukan revisi yang lebih
menyeluruh. Banyak pendidik mengartikulasikan kekhawatiran mengenai generalisasi
konten pelatihan yang berlebihan, berpendapat bahwa itu gagal mengakomodasi
kebutuhan khusus madrasah, karakteristik unik peserta didik, dan lingkungan budaya
yang beragam dari lembaga pendidikan (Hidayat, 2025). Suradi (2023) berpendapat
bahwa kelebihan konten generik menghalangi kapasitas pendidik untuk
mengontekstualisasikan pengetahuan ilmiah sejalan dengan tantangan khusus yang
dihadapi di lapangan. Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting bagi koordinator
program untuk secara aktif melibatkan pendidik dalam perencanaan strategis dan
pengembangan modul instruksional, sehingga memastikan bahwa konten yang
disampaikan tidak hanya lebih praktis tetapi juga selaras dengan kebutuhan asli yang
ada dalam lingkungan madrasah.

Sebagai langkah perbaikan, inisiatif masa depan yang bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi pendidik PAI harus dirumuskan dengan kerangka kerja yang
lebih fleksibel yang disesuaikan dengan persyaratan disiplin yang berbeda.
Pengembangan profesional tidak boleh dianggap sebagai tugas wajib sementara;
sebaliknya, itu harus dianggap sebagai perjalanan pendidikan berkelanjutan yang
terintegrasi dengan mulus dengan pengawasan akademik, bimbingan kolaboratif, dan
mekanisme umpan balik sistematis. Penataan ulang desain program yang lebih kohesif
yang menggabungkan dukungan dari infrastruktur digital, pendampingan
berkelanjutan, dan relevansi materi lokal akan menjadi sangat penting dalam
menumbuhkan pendidik PAI yang mabhir, inovatif, dan dilengkapi untuk memberikan
pengalaman pendidikan berkualitas tinggi bagi peserta didik di madrasah.

D. Dukungan kebijakan dan manajemen sekolah

Kualitas pendidikan madrasah tidak semata-mata bergantung pada kualitas inisiatif
pelatihan guru, tetapi juga secara signifikan dipengaruhi oleh dukungan substansial
kebijakan pendidikan nasional dan kemanjuran tata kelola internal lembaga. Kebijakan
nasional harus menyediakan kerangka kerja manajerial yang fleksibel di samping
bantuan operasional konkret untuk setiap entitas pendidikan dalam pelaksanaan
inisiatif peningkatan kompetensi guru PAI (Acep dkk., 2017). Akibatnya, kebijakan yang
dilaksanakan harus inklusif dan selaras dengan realitas di lapangan, mencakup aspek-
aspek seperti alokasi sumber daya, pengembangan infrastruktur, dan pembentukan
mekanisme yang memfasilitasi implementasi efektif kebijakan tersebut oleh para
pemimpin madrasah dan pendidik.

Tantangan utama yang dihadapi dalam pemberlakuan kebijakan ini terutama
diamati di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Dalam hal ini, akses terbatas
ke peluang pelatihan, kurangnya infrastruktur digital, bersama dengan tingkat

44 | 1darah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education



Kebijakan dan program peningkatan kompetensi guru PAI ...

pembinaan profesional yang tidak memadai merupakan hambatan sistemik abadi yang
belum ditangani secara komprehensif. Ini menunjukkan bahwa, terlepas dari peraturan
yang mengatur pengembangan kompetensi, konektivitas internet yang andal dan
sumber daya dukungan tambahan dianggap sebagai kemewahan daripada ketentuan
standar. Mengingat skenario ini, pengembangan kebijakan yang lebih mudah
beradaptasi, peka konteks, dan afirmatif sangat penting untuk memastikan bahwa
inisiatif yang bertujuan meningkatkan kompetensi guru disebarluaskan dengan cara
yang adil dan seragam (Fang & Xueyun 2025).

Sebagai instrumen strategis, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berfungsi sebagai
saluran yang menghubungkan kebijakan nasional dengan realitas operasional di tingkat
madrasah. MBS memberi administrator madrasah PAI dan pendidik kebebasan untuk
menyesuaikan inisiatif peningkatan kompetensi sesuai dengan karakteristik lokal dan
persyaratan berbeda dari institusi. Mengingat heterogenitas geografis dan kesenjangan
sumber daya manusia, otonomi ini sangat penting, terutama bagi madrasah yang
terletak di daerah 3T yang sering kekurangan bantuan langsung dari pemerintah pusat.
Melalui kerangka MBS, madrasah diberikan platform inovasi untuk mengatur kebijakan
internal, sehingga memastikan bahwa pengembangan kompetensi guru dipertahankan
pada tingkat yang optimal meskipun ada kendala (Listanto, 2022).

Pelaksanaan efektif inisiatif Management-Based Schooling (MBS) ini sangat
dibentuk oleh kompetensi kepemimpinan kepala madrasah. Seorang kepala madrasah
yang memiliki visi yang kuat dan keterampilan manajerial yang mahir mampu membina
lingkungan kerja yang mempromosikan kemajuan profesi guru (Supangat 2022). Studi
yang dilakukan oleh Khoriah (2025) menetapkan bahwa kepemimpinan
transformasional, partisipasi aktif pemangku kepentingan pendidikan, dan budaya
organisasi yang mempromosikan kolaborasi secara substansif berdampak pada
efektivitas MBS. Administrator pendidikan yang secara mahir memberdayakan para
profesional pengajaran dan menumbuhkan saluran komunikasi yang kuat lebih
mungkin untuk mencapai peningkatan keberhasilan dalam mengubah kebijakan luas
menjadi inisiatif nyata yang meningkatkan standar pendidikan.

Namun demikian, keberhasilan Sistem Perilaku Terkelola (MBS) bergantung pada
penguatan Kkebijakan pusat, yang harus mencakup pelatihan kepemimpinan
komprehensif untuk administrator madrasah, fortifikasi kerangka kelembagaan, dan
alokasi insentif yang didasarkan pada metrik kinerja. Sangat penting untuk memastikan
bahwa para pemimpin dalam unit pendidikan memiliki kompetensi yang sepadan untuk
secara efektif menjalankan otonomi tersebut. Penyediaan insentif berbasis kinerja
diantisipasi untuk menggembleng kepala madrasah dan pendidik untuk bertahan dalam
upaya inovatif mereka yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan pendidikan (Aini
2022). Selain itu, kolaborasi dengan pemangku kepentingan utama, termasuk komite
madrasah, tokoh orang tua, dan komunitas yang berdekatan, akan menambah ekosistem
pendidikan yang partisipatif dan abadi.

Kesimpulannya, peningkatan kualitas pendidikan madrasah merupakan produk dari
interaksi antara kebijakan makro (nasional) dan penguatan tingkat mikro (manajemen
kelembagaan). Program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidik PAI
tidak akan mewujudkan hasil yang optimal tanpa dukungan struktural yang diperlukan
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melalui kebijakan afirmatif, sumber daya keuangan khusus untuk wilayah 3T, bersama
dengan kerangka evaluasi yang komprehensif di tingkat kelembagaan. Jika kebijakan
nasional secara efektif mengakomodasi konteks lokal dan memberdayakan unit
pendidikan melalui MBS, maka transformasi berkelanjutan dari kualitas pendidikan
madrasah akan lebih mudah dicapai di seluruh Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan dan program peningkatan
kompetensi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) berperan penting dalam peningkatan
mutu pendidikan madrasah di Indonesia, namun efektivitasnya belum optimal karena
masih terdapat kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi di lapangan.
Berbagai kebijakan seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan
Menteri Agama, Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan Platform Merdeka
Mengajar telah mendukung penguatan kompetensi guru pada aspek pedagogik,
profesional, dan teknologi, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya merata dan masih
menghadapi hambatan terutama di wilayah 3T yang berkaitan dengan keterbatasan
akses pelatihan, infrastruktur, dan teknologi pendidikan. Selain itu, pendekatan
kebijakan yang masih cenderung top-down menyebabkan program belum sepenuhnya
sesuai dengan kebutuhan kontekstual madrasah di berbagai daerah. Oleh karena itu,
diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis kebutuhan
lokal melalui penguatan otonomi madrasah, pemerataan akses pelatihan, serta
peningkatan dukungan infrastruktur dan teknologi agar peningkatan kompetensi guru
PAI dapat berjalan lebih efektif dan berdampak nyata terhadap peningkatan mutu
pendidikan madrasah secara berkelanjutan.
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